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BAB II 

Tinjauan Pustaka Mengenai Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Dan 

Hak Asasi Manusia 
 

A. Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Satijipto Raharjo, menyatakan bahwa:16 

“Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini 

bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. 

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu 

bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta 

antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut 

aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah 

cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari 

kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan 

moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni 

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan 

segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang 

pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut 

untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota 

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang 

dianggap mewakili kepentingan masyarakat.” 

 

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, menyatakan bahwa:17 

“Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan 

yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan 

juga prediktif dan antisipatif.” 

                                                           
16 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53. 
17 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, 

Bandung, 1993, hlm. 118. 
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Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum 

tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan 

antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan 

hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek 

ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk 

ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. 

Natsir Asnawi, menyatakan bahwa:18 

“Perlindungan hukum merupakan elemen mendasar dalam 

hukum. Perlindungan berkaitan dengan upaya penegakan dan 

pemulihan hak–hak keperdataan subjek hukum tertentu, maka 

perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk 

menegakkan dan/atau memulihkan hak-hak keperdataan subjek 

hukum tertentu.” 

 

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada 

seseorang. Hubungan yang erat antara hak dan kewajiban adalah hak 

berpasangan dengan kewajiban, artinya apabila seseorang mempunyai hak, 

maka ia memiliki kewajiban kepada orang lain.  

Menurut teori perlindungan hukum terkait dengan hukum ekonomi 

yang dibangun Salmond seperti ditegaskan Fitzgerald, ciri-ciri yang 

melekat pada hak menurut hukum, yaitu:19 

a. Hak yang dilekatkan kepada pemilik atau subjek dari hak 

itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas 

barang yang menjadi sasaran dari hak;  

b. Hak yang melekat kepada orang lain, yaitu yang menjadi 

pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat 

hubungan korelatif;  

                                                           
18 Natsir Asnawi, Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak 

Kontemporer, Jurnal Masalah Hukum, Vol. 1, No. 46, hlm. 60. 
19 Dyah Ochtorina Susant,  Bahan Ajar: Teori Perlindungan Hukum, Program Pasca Sarjana 

Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri, Kediri, hlm. 1.  
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c. Hak yang terdapat dalam diri seseorang mewajibkan pihak 

lain untuk melakukan (commission) atau tidak melakukan 

sesuatu perbuatan (omission). Hal ini disebut sebagai isi 

hak;  

d. Commission atau omission itu menyangkut sesuatu yang 

bisa disebut sebagai objek dari hak; dan 

e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu 

peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu 

kepada pemiliknya.  

 

Pada dasarnya dalam setiap hubungan kesepakatan kerja berpotensi 

memunculkan permasalahan, maka konsep perlindungan hukum 

merupakan condition sine qua non.  

Natsir Asnawi, juga menyatakan bahwa:20 

“Sarana hukum yang digunakan dalam perlindungan hukum 

antara lain adalah perundang-undangan serta asas-asas  hukum 

yang berhubungan dengan hukum perdata.” 

Hakekat perlindungan hukum internal adalah perlindungan hukum 

yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat kesepakatan, 

dimana pada saat mengemas klausul–klausul dalam kesepakatan, kedua 

belah pihak menginginkan agar kepentingannya terpenuhi atas dasar kata 

kesepakatan, termasuk pula segala bentuk resiko dapat dicegah melalui 

klausul–klausul yang dikemas atas dasar kesepakatan, sehingga dengan 

klausula tersebut para pihak akan memperoleh perlindungan hukum 

berimbang atas persetujuan mereka bersama. 

M. Isnaeni berpendapat bahwa:21 

                                                           
20 Natsir Asnawi, Op Cit. 
21 Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Revka Petra, Media Surabaya, 2016, 

hlm. 159. 
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“Sumber perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 

macam yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan 

hukum internal.” 

Perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak, 

disaat kedudukan hukum antara kedua pihak relatif seimbang dalam 

artinya mereka memiliki bargaining power yang berimbang, sehingga atas 

dasar hak asasi manusia, para pihak mempunyai keleluasaan untuk 

menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Hal ini menjadi landasan 

saat para pihak menyusun klausul–klausul kesepakatan, sehingga 

perlindungan hukum dapat terwujud sesuai kebutuhan para pihak.  

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat 

regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah. Hakekat peraturan perundang 

-undangan harus seimbang dan tidak boleh berat sebelah. Secara 

proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang 

sedini mungkin kepada pihak lainnya. Sebab mungkin saja pada saat 

dibuatnya sebuah kesepakatan, pihak yang semula kuat itu justru menjadi 

pihak yang teraniaya. Misalnya, saat debitur melanggar hak kreditur, maka 

kreditur perlu perlindungan hukum juga. Kemasan peraturan perundang-

perundangan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara 

proporsional. 

2. Bentuk Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
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dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Muchsin, menyatakan bahwa:22 

“Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan 

tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. 

Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta 

memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu 

kewajiban.” 

 

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum 

suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum 

preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang 

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya 

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih 

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada 

diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai 

perlindungan hukum preventif. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

CST Kansil, menyatakan bahwa:23 

“Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, 

dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah 

                                                           
22 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas 

Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14. 
23 CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta, 

1989, hlm. 102. 
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terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran 

hukum.” 

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan 

suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan 

Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori 

perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap 

tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena 

menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada 

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 

pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum 

terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan 

dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara 

hukum. 

3. Tujuan Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan 

dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta 

bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan 

hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan 

keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang 
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menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan 

harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) di dalam negara 

hukum (Rechtsstaat), dan bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum 

berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum 

harus memperhatikan 4 unsur, yaitu: Ishaq, menyatakan bahwa:24 

a. Kepastian Hukum (Rechtssicherkeit); 

b. Kemanfaatan Hukum (Zeweckmassigkeit); 

c. Keadilan Hukum (Gerechtigkeit); dan 

d. Jaminan Hukum (Doelmatigkeit). 

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran 

yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan 

keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, 

adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para 

perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan 

menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi 

penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, 

artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya 

kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum berfungsi sebagai 

perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia 

terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan 

hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah 

dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan 

                                                           
24 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43 
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hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan 

perlindungan yustisiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan. 

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya 

kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat 

mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum 

adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, 

kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan 

dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. 

Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan 

keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap 

individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum 

yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, 

keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan 

keadilan. 

Untuk mewujudkan perlindungan hukum tidak hanya memperkuat 

substansi dan/atau arah tujuan hukum. namun fungsi hukum. Adapun fungsi 

hukum harus berfokus kepada pengatur dan perlindungan terhadap 

kepentingan masyarakat. 

Pernyataan tersebut dibawa oleh Broinslaw Malinowski yang 

menyatakan bahwa :  

“Hukum tidak hanya berperan dalam keadaan-keadaan yang penuh 

kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga 

berperan pada aktivitas sehari-hari.” 
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Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa:25 

“Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) 

maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat 

umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan 

sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. 

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam 

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut 

menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian 

hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya 

aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan 

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari 

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang 

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap 

individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam 

undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam 

putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan 

hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.” 

 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan 

dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan 

logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan 

logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain 

sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.  

Fungsi perlindungan kerja terhadap pekerja sangat diperlukan mengingat 

tekanan kerja yang tinggi. Selain itu, stigma yang berlaku di masyarakat 

bahwa kedudukan pekerja dengan pelaku usaha berbeda (pekerja dibawah dari 

pelaku usaha). Hal tersebut yang membuat urgensi perlindungan kerja 

terhadap pekerja diperlukan. Hadirnya perlindungan kerja juga untuk 

memenuhi hak-hak dasar pekerja, persamaan (equality) dalam bekerja, tidak 

                                                           
25 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008,  hlm. 157-158. 
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adanya unsur ancaman yang melanggar peraturan perundang-undangan seperti 

diskriminasi, intimidasi dan sebagainya. 

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat 

berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. 

M. Djumhana dan R. Djubaedillah, menyatakan bahwa:26 

“Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjada kepastian 

hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan 

aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau 

bertentangan dengan undangundang. Apabila hal itu terjadi, 

pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal 

demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga 

akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus 

dipulihkan seperti sediakala.” 

 

Pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan 

batal itu, hal itu bakal berubah menjadi masalah politik antara pemerintah 

dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga 

perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak 

mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan 

batal oleh pengadilan tersebut. Sudah tentu hal semacam itu tidak 

memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai 

daya prediktibilitas. 

                                                           
26 M. Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan 

Prakteknya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 26. 
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B. Hukum Tenaga kerja 

1. Pengertian Hukum Tenaga Kerja 

Istilah hukum ketenagakerjaan dahulu disebut dengan hukum 

perburuhan yang merupakan terjemahan dari arbeidsrechts, namun 

keduanya memiliki arti yang berbeda dari segi substansi. 

Berikut adalah pendapat beberapa ahli hukum mengenai hukum 

perburuhan :27 

a. Menurut Molenaar  

Bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur 

hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja 

dengan tenaga kerja, dan antara tenaga kerja dengan penguasa. 

b. Menurut Mr. M. G. Levenbach 

Hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana 

pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan 

penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja 

itu. 

c. Menurut Mr. N. E. H. van Esveld 

Hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana 

pekerjaan itu dilakukan dibawah pimpinan, tetapi meliputi pula 

pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang melakukan pekerjaan atas 

tanggung jawab dan resiko sendiri. 

d. Menurut Prof. Iman Soepomo, S. H. 

                                                           
27 Sendjun H.Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, PT. Rineka Cipta, 

Jakarta, 1988, hlm. 16. 
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Himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak 

tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja 

pada orang lain dengan menerima upah. 

Berdasarkan pengertian hukum perburuhan yang diberikan oleh para 

ahli hukum tersebut, maka hukum perburuhan setidak-tidaknya 

mengandung unsur : 

a. Himpunan peraturan (baik tertulis maupun tidak tertulis); 

b. Berkenaan dengan suatu kejadian/pergistiwa; 

c. Seseorang bekerja pada orang lain; dan 

d. Upah. 

Lalu Husni, menyatakan bahwa :28 

“Perubahan istilah hukum perburuhan menjadi hukum 

ketenagakerjaan terdapat perbedaan cakupan. Dari unsur-unsur 

di atas, diketahui bahwa hukum perburuhan hanya menyangkut 

peraturan yang mengatur hubungan hukum di dalam hubungan 

kerja, sedangkan cakupan hukum ketenagakerjaan menjadi 

lebih luas. Hukum ketenagakerjaan tidak hanya aspek hukum 

yang berhubungan dengan hubungan kerja saja, tetapi baik 

sebelum, selama, atau sesudah hubungan kerja.” 

 

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa : 

“Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan 

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa 

kerja.” 

                                                           
28 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, 

hlm. 63. 
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Berdasarkan pengertian Ketenagakerjaan tersebut, menurut Lalu 

Husni menyatakan bahwa Hukum Ketenagakerjaan adalah semua 

pengaturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum 

bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja. 

Menurut Sendjun H. Manulang dalam bukunya menyatakan bahwa, 

tujuan diadakan hukum ketenagakerjaan adalah :29 

a. Untuk mencapai/melaksanakan keadilan sosial bidang 

ketenagakerjaan; dan 

b. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas 

dari pengusaha, misalnya dengan membuat atau menciptakan 

peraturanperaturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak 

bertindak sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja sebagai pihak 

yang lemah 

2. Pengertian Tenaga Kerja 

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 

Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa:  

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” 

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa pengunaan 

istilah pekerja selalu diikuti dengan istilah tenaga kerja yang menandakan 

bahwa Undang-undang ini mengartikan dengan istilah maknanya sama. 

                                                           
29 Sendjun H.Manulang, Op. Cit. hlm. 2. 
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Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, memberikan pengertian: 

“Pekerja/tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” 

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang 

melekat dari istilah pekerja atau buruh, yaitu sebagai berikut:30 

a. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan 

angkatan kerja tetapi harus bekerja); 

b. Menerima imbalan/upah sebagai balas jasa atas 

pelaksanaan pekerjaan tersebut. 

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. 

Sedangkan menurut DR Payaman tenaga kerja adalah:31 

“Penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang 

mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain 

seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis 

pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia 

hanya dibedakan oleh batas umur.” 

 

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang 

mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau 

jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah 

ditetapkan oleh Undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil 

atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 

                                                           
30 Agus Midah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori, Ghalia 

Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 7 
31 Subijanto, Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal Pendidikan Dan 

Kebudayaan, Vol 17 No 6, 2011, hlm. 08. 
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3. Klasifikasi Tenaga Kerja 

Pius Partanto, menyatakan bahwa:32 

“Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok 

menurut standar yang di tentukan.” 

Klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenaga 

kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan 

yaitu: 

a. Berdasarkan Penduduk 

1) Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap 

dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. 

Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, 

mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka 

yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. 2) Bukan 

tenaga kerja, bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap 

tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan 

bekerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 

2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang 

berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh 

kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan 

anak-anak. 

2) Bukan Tenaga Kerja 

                                                           
32 Pius Partanto, Kamus Ilmiah Popular. Arkola, Surabaya, 2001, hlm. 345. 
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Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak 

mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. 

Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, 

mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di 

bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini 

adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak. 

b. Berdasarkan Batas Penduduk 

1) Angkatan Kerja 

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 

15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara 

tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. 

2) Bukan angkatan kerja  

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun 

ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah 

tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah anak sekolah 

dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para 

pengangguran sukarela. 

c. Berdasarkan Kualitas 

1) Tenaga kerja terdidik  

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki 

suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara 

sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: 

pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. 
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2) Tenaga kerja terlatih  

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki 

keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. 

Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang 

sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: 

apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. 

3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih 

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga 

kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, 

buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. 

4. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja  

Setiap tenaga kerja atau buruh mempnyai hak untuk memperoleh 

perlindungan. Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat 

(1), menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk 

memperoleh perlindungan atas: 

a. Keselamatan dan kesehatan kerja;  

b. Moral dan kesusilaan; dan  

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-

nilai agama. 

Darwin Prinst, menyatakan bahwa:33 

“Yang dimaksud dengan hak di sini adalah sesuatu yang harus 

diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau 

status dari seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu 

                                                           
33 Darwin Prinst, Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia, PT. Citra, Bandung, 2012, hlm. 213. 
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prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan oleh 

seseorang karena kedudukan atau statusnya.” 

 

Mengenai hak-hak bagi pekerja adalah sebagai berikut: 

a. Hak mendapat upah atau gaji (Pasal 1602 KUH Perdata, Pasal 88 

sampai dengan 97 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Peraturan 

Pemerintah No. 8 Tahu 1981 tentang Perlindungan Upah); 

b. Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan 

(Pasal 4 Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003); 

c. Hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan 

kemampuannya (Pasal 5 Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 

2003); 

d. Hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh serta 

menambah keahlian dan keterampilan lagi (Pasal 9- 30 Undang-

Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003); 

e. Hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta 

perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama 

(Pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek); 

f. Hak mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja 

(Pasal 104 Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003); 

g. Hak atas istirahat tahunan, tiap-tiap kali setelah ia mempunyai masa 

kerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada satu majikan atau 

beberapa majikan dari satu organisasi majikan (Pasal 79 Undang-

Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003);  
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h. Hak atas upah penuh selama istirahat tahunan (Pasal 88-98 Undang-

Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003); 

i. Hak atas suatu pembayaran tahunan, bila pada saat diputuskan 

hubungan kerja ia sudah mempunyai sedikitnya enam bulan terhitung 

dari saat ia berhak atas istirahat tahunan yang terakhir, yaitu dalam hal 

bila hubungna kerja diputuskan oleh majikan tanpa alasan-alasan 

mendesak yang diberikan oleh buruh, atau oleh buruh karena alas an-

alasan mendesak yang diberikan oleh majikan (Pasal 150- 172 

Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003); dan 

j. Hak untuk melakukan perundangan atau penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial melalui bipartit, mediasi, kosiliasi, arbitrase dan 

penyelesaian melalui pengadilan (Pasal 6-115 Undang-Undang No. 2 

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). 

Dari sudut tenaga kerja, mempunyai hak serta kewajiban dalam 

pelaksanaan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dalam melakukan 

pekerjaan adalah: 

a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pekerja 

pengawas atau ahli keselamatan kerja; 

b. Memakai alat keselamatan kerja; dan 

c. Memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan di tempat kerja. 

Hak-hak tenaga kerja adalah: 34 

                                                           
34 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 

133-136. 
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a. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan 

tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan 
kesehatan kerja yang diwajibkan di tempat kerja yang 

bersangkutan; dan 

b. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat 

keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan 

diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kesuali 

dalam batas-batas yang masih dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

C. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja 

I Made Udiana, menyatakan bahwa:35 

“Dalam hukum ketenagakerjaan bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan berupa perlindungan hukum dibidang keamanan kerja 

dimana baik  dalam  waktu  yang  relatif  singkat  atau  lama  akan  

aman  dan  ada jaminan keselamatan bagi pekerja. Dengan adanya 

perlindungan hukum terhadap   pekerja,   negara   mewajibkan   

kepada   pengusaha   untuk menyediakan  alat  keamanan  kerja  

bagi  pekerja.Salah  satu  bentuk perlindungan tenaga kerja adalah 

menyangkut penyelesaian perselisihan hubungan industrial.” 

 

Pertanggungjawaban terhadap pekerja apabila  terjadi  kecelakaan  kerja  

ketika  melaksanakan  kewajibannya dalam   pekerjaan,   maka   pengusaha   

akan   menanggung   beban   yang timbul secara materiil dengan memberikan 

penggantian dari biaya yang timbul   akibat   kecelakaan   kerja. 

Soedarjadi, menyatakan bahwa:36 

“Untuk  menjalankan  proses  dari perlindungan   terhadap   tenaga   

kerja   itu   sendiri   memerlukan beberapa   perencanaan   dan   

pelaksanaan   secara   terpadu   dan berkeseimbangan.” 

Peningkatan  kualitas  manusia  tidak  mungkin tercapai    tanpa    

adanya    jaminan    hidup    yang    pasti    untuk didapatkannya   dan   

                                                           
35 I Made Udiana, Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, Cetakan 

Kedua, Udayana University Press, Denpasar, 2016, hlm. 4. 
36 Soedarjadi, Hukum Ketenagakerjaan  di  Indonesia, Pustaka  Yustisia, Yogyakarta, 2008, 

hlm. 53. 
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peningkatan   kualitas   tenaga   kerja   serta perlindungan  terhadap  tenaga  

kerja  harus  disesuaikan  dengan harkat dan martabat manusia. 

Wiwiho Soedjono, menyatakan bahwa:37 

“Dalam  melaksanakan  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja 

harus diusahakan adanya perlindungan dan perawatan yang layak 

bagi  semua  tenaga  kerja  dalam  melakukan  pekerjaannya  

sehari-hari, terutama dalam bidang keselamatan kerja serta 

menyangkut norma-norma perlindungan tenaga kerja.” 

 

Perlindungan   hukum   diartikan   sebagai   suatu   bentuk tindakan   

atau   perbuatan   hukum   pemerintah   yang   diberikan kepada subjek hukum 

sesuai dengan hak dankewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum 

positif di Indonesia. 

Soeroso, menyatakan bahwa:38 

“Perlindungan   hukum   timbul   karena   adanya   suatu hubungan  

hukum.  Hubungan  hukum  adalah  interaksi  antara subjek  

hukum  yang  memiliki  relevansi  hukum atau  mempunyai akibat 

hukum (timbulnya hak dan kewajiban).” 

Perlindungan  pekerja/tenaga kerja  dapat  dilakukan,  baik  dengan  

jalan memberikan   tuntunan,   maupun   dengan   jalan   meningkatkan 

pengakuan  hak-hak  asasi  manusia,  perlindungan  fisik  dan  teknis serta  

sosial  dan  ekonomi  melalui  norma  yang  berlaku  dalam lingkungan  kerja  

itu.  Dengan  demikian  maka  perlindungan  kerja ini akan mencangkup: 1) 

Norma  keselamatan  kerja  yang  meliputi  keselamatan  kerja, keadaan   

tempat   kerja   dan   lingkungan   serta   cara-cara melakukan pekerjaan. 2) 

                                                           
37 Wiwiho Soedjono, Hukum Kesepakatan Kerja, Bina Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 42. 
38 Soeroso, Pengahantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 

2016, hlm. 49. 
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Norma  kesehatan  kerja  dan higienis kesehatan  perusahaan yang   meliputi   

pemeliharaan   dan   mempertinggi   derajat kesehatan pekerja, perawatan 

tenaga kerja yang sakit. Norma  kerja  yang  meliputi  perlindungan  terhadap  

tenaga kerja    yang    berkaitan    dengan    waktu    bekerja,    sistem 

pengupahan, istirahat, cuti. 

D. Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Satijipto Raharjo, menyatakan bahwa:39 

“Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini 

bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. 

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu 

bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta 

antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut 

aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah 

cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari 

kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan 

moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni 

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan 

segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang 

pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut 

untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota 

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang 

dianggap mewakili kepentingan masyarakat.” 

 

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, menyatakan bahwa:40 

                                                           
39 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53. 
40 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, 

Bandung, 1993, hlm. 118. 
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“Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan 

yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan 

juga prediktif dan antisipatif.” 

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum 

tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan 

antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan 

hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek 

ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk 

ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. 

Natsir Asnawi, menyatakan bahwa:41 

“Perlindungan hukum merupakan elemen mendasar dalam 

hukum. Perlindungan berkaitan dengan upaya penegakan dan 

pemulihan hak–hak keperdataan subjek hukum tertentu, maka 

perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk 

menegakkan dan/atau memulihkan hak-hak keperdataan subjek 

hukum tertentu.” 

 

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada 

seseorang. Hubungan yang erat antara hak dan kewajiban adalah hak 

berpasangan dengan kewajiban, artinya apabila seseorang mempunyai hak, 

maka ia memiliki kewajiban kepada orang lain.  

Menurut teori perlindungan hukum terkait dengan hukum ekonomi 

yang dibangun Salmond seperti ditegaskan Fitzgerald, ciri-ciri yang 

melekat pada hak menurut hukum, yaitu:42 

                                                           
41 Natsir Asnawi, Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak 

Kontemporer, Jurnal Masalah Hukum, Vol. 1, No. 46, hlm. 60. 
42 Dyah Ochtorina Susant,  Bahan Ajar: Teori Perlindungan Hukum, Program Pasca Sarjana 

Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri, Kediri, hlm. 1.  
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f. Hak yang dilekatkan kepada pemilik atau subjek dari hak 

itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas 

barang yang menjadi sasaran dari hak;  

g. Hak yang melekat kepada orang lain, yaitu yang menjadi 

pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat 

hubungan korelatif;  

h. Hak yang terdapat dalam diri seseorang mewajibkan pihak 

lain untuk melakukan (commission) atau tidak melakukan 

sesuatu perbuatan (omission). Hal ini disebut sebagai isi 

hak;  

i. Commission atau omission itu menyangkut sesuatu yang 

bisa disebut sebagai objek dari hak; dan 

j. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu 

peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu 

kepada pemiliknya.  

 

Pada dasarnya dalam setiap hubungan kesepakatan kerja berpotensi 

memunculkan permasalahan, maka konsep perlindungan hukum 

merupakan condition sine qua non.  

Natsir Asnawi, juga menyatakan bahwa:43 

“Sarana hukum yang digunakan dalam perlindungan hukum 

antara lain adalah perundang-undangan serta asas-asas  hukum 

yang berhubungan dengan hukum perdata.” 

Hakekat perlindungan hukum internal adalah perlindungan hukum 

yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat kesepakatan, 

dimana pada saat mengemas klausul–klausul dalam kesepakatan, kedua 

belah pihak menginginkan agar kepentingannya terpenuhi atas dasar kata 

kesepakatan, termasuk pula segala bentuk resiko dapat dicegah melalui 

klausul–klausul yang dikemas atas dasar kesepakatan, sehingga dengan 

                                                           
43 Natsir Asnawi, Op Cit. 
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klausula tersebut para pihak akan memperoleh perlindungan hukum 

berimbang atas persetujuan mereka bersama. 

M. Isnaeni berpendapat bahwa:44 

“Sumber perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 

macam yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan 

hukum internal.” 

Perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak, 

disaat kedudukan hukum antara kedua pihak relatif seimbang dalam 

artinya mereka memiliki bargaining power yang berimbang, sehingga atas 

dasar hak asasi manusia, para pihak mempunyai keleluasaan untuk 

menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Hal ini menjadi landasan 

saat para pihak menyusun klausul–klausul kesepakatan, sehingga 

perlindungan hukum dapat terwujud sesuai kebutuhan para pihak.  

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat 

regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah. Hakekat peraturan perundang 

-undangan harus seimbang dan tidak boleh berat sebelah. Secara 

proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang 

sedini mungkin kepada pihak lainnya. Sebab mungkin saja pada saat 

dibuatnya sebuah kesepakatan, pihak yang semula kuat itu justru menjadi 

pihak yang teraniaya. Misalnya, saat debitur melanggar hak kreditur, maka 

kreditur perlu perlindungan hukum juga. Kemasan peraturan perundang-

                                                           
44 Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Revka Petra, Media Surabaya, 2016, 

hlm. 159. 
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perundangan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara 

proporsional. 

2. Bentuk Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

c. Perlindungan Hukum Preventif 

Muchsin, menyatakan bahwa:45 

“Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan 

tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. 

Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta 

memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu 

kewajiban.” 

 

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum 

suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum 

preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang 

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya 

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih 

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada 

                                                           
45 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas 

Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14. 
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diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai 

perlindungan hukum preventif. 

d. Perlindungan Hukum Represif 

CST Kansil, menyatakan bahwa:46 

“Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, 

dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah 

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran 

hukum.” 

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan 

suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan 

Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori 

perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap 

tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena 

menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada 

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 

pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum 

terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan 

dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

                                                           
46 CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta, 

1989, hlm. 102. 
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mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara 

hukum. 

3. Tujuan Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan 

dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta 

bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan 

hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan 

keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang 

menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan 

harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) di dalam negara 

hukum (Rechtsstaat), dan bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum 

berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum 

harus memperhatikan 4 unsur, yaitu: Ishaq, menyatakan bahwa:47 

e. Kepastian Hukum (Rechtssicherkeit); 

f. Kemanfaatan Hukum (Zeweckmassigkeit); 

g. Keadilan Hukum (Gerechtigkeit); dan 

h. Jaminan Hukum (Doelmatigkeit). 

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran 

yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan 

keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, 

adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para 

perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan 

                                                           
47 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43 
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menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi 

penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, 

artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya 

kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum berfungsi sebagai 

perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia 

terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan 

hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah 

dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan 

hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan 

perlindungan yustisiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan. 

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya 

kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat 

mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum 

adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, 

kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan 

dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. 

Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan 

keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap 

individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum 

yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, 

keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan 

keadilan. 
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Untuk mewujudkan perlindungan hukum tidak hanya memperkuat 

substansi dan/atau arah tujuan hukum. namun fungsi hukum. Adapun fungsi 

hukum harus berfokus kepada pengatur dan perlindungan terhadap 

kepentingan masyarakat. 

Pernyataan tersebut dibawa oleh Broinslaw Malinowski yang 

menyatakan bahwa :  

“Hukum tidak hanya berperan dalam keadaan-keadaan yang penuh 

kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga 

berperan pada aktivitas sehari-hari.” 

Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa:48 

“Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) 

maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat 

umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan 

sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. 

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam 

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut 

menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian 

hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya 

aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan 

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari 

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang 

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap 

individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam 

undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam 

putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan 

hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.” 

 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan 

dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan 

                                                           
48 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008,  hlm. 157-158. 
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logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan 

logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain 

sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.  

Fungsi perlindungan kerja terhadap pekerja sangat diperlukan mengingat 

tekanan kerja yang tinggi. Selain itu, stigma yang berlaku di masyarakat 

bahwa kedudukan pekerja dengan pelaku usaha berbeda (pekerja dibawah dari 

pelaku usaha). Hal tersebut yang membuat urgensi perlindungan kerja 

terhadap pekerja diperlukan. Hadirnya perlindungan kerja juga untuk 

memenuhi hak-hak dasar pekerja, persamaan (equality) dalam bekerja, tidak 

adanya unsur ancaman yang melanggar peraturan perundang-undangan seperti 

diskriminasi, intimidasi dan sebagainya. 

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat 

berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. 

M. Djumhana dan R. Djubaedillah, menyatakan bahwa:49 

“Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjada kepastian 

hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan 

aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau 

bertentangan dengan undangundang. Apabila hal itu terjadi, 

pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal 

demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga 

akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus 

dipulihkan seperti sediakala.” 

 

Pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan 

batal itu, hal itu bakal berubah menjadi masalah politik antara pemerintah 

dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga 

                                                           
49 M. Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan 

Prakteknya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 26. 
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perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak 

mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan 

batal oleh pengadilan tersebut. Sudah tentu hal semacam itu tidak 

memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai 

daya prediktibilitas. 

E. Pengertian Jaminan, Ijazah, dan Penahanan 

1. Pengertian Jaminan 

R. Subekti, menyatakan bahwa :50 

“Jaminan secara hukum mempunyai fungsi untuk menjamin 

utang, karena itu jaminan disamping faktor-faktor lain (watak, 

kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonomi) merupakan 

sarana perlindungan bagi para kreditur, yaitu kepastian atau 

pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh 

debitur. Secara hukum baik jaminan kebendaan maupun 

jaminan perorangan, keduanya merupakan sarana untuk 

menjamin utang.” 

 

Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima15, atau 

jaminan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak yang 

mempunyai nilai ekonomis dan berharga yang diserahkan nasabah debitur 

kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan. 

Jenis-jenis jaminan terdiri dari :51 

a. Jaminan perorangan adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang 

bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari 

debitur. Dengan kata lain, jaminan perorangan itu adalah suatu 

perjanjian antara seorang berpiutang dengan pihak ketiga yang 

                                                           
50 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm. 7. 
51 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rajawali Press, 

Jakarta, 2007, hlm.13. 
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menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang. Yang 

termasuk jaminan perorangan adalah :  

1) Penanggung adalah orang lain yang dapat ditagih; 

2) Tanggung menanggung yang serupa dengan tanggung renteng. 

3) Perjanjian garansi. 

Unsur jaminan perorangan, yaitu : 

1) Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu; 

2) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan 

3) Terhadap harta kekayaan debitur umumnya. 

b. Jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan 

yang dilakukan oleh si berpiutang terhadap debiturnya atau antara 

pihak berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi 

kewajiban-kewajiban dari pihak berutang (debitur). Yang termasuk 

jaminan kebendaan adalah sebagai berikut : 

1) Gadai; 

2) Hak tanggungan; dan 

3) Jaminan fidusia. 

2. Pengertian Ijazah 

Aries Harianto, menyatakan bahwa:52 

“Pengertian ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang 

dimiliki seseorang yang telah dinyatakan lulus dari jenjang 

pendidikan tertentu. Ijazah merupakan pernyataan resmi dan 

sah yang menyatakan seorang peserta didik telah lulus pada 

satuan pendidikan.” 

                                                           
52 Aries Harianto, Hukum Ketenagakerjaan: Makna Kesusilaan dalam Kesepakatan Kerja, 

Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 220.  



51 

 

 

 

Ijazah juga diatur pada Pasal 27 Undang–Undang Nomor 24 Tahun 

2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu 

Kebangsaan yang menyatakan bahwa yang termasuk dokumen resmi 

negara adalah surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, 

surat identitas diri, akta jual beli, surat kesepakatan, dan putusan 

pengadilan. Pengertian ijazah juga berdasarkan pada Pasal 1 Angka (1) 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

(Permenristekdikti) Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat 

Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di 

Perguruan Tinggi, bahwa: 

“Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan 

pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai 

pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian 

program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi.”  

 

Eko Wahyudi, Wiwin Yuliansyah, dan Firdaus Sholihin, menyatakan 

bahwa:53 

“Secara umum ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang 

telah terakreditasi, misal sekolah dasar, sekolah menengah, dan 

perguruan tinggi, selain itu ijazah ditandatangani dan 

diterbitkan oleh dinas pendidikan atau instansi tempat 

bernaungnya satuan pendidikan. Penerbitan ijazah bertujuan 

untuk memberikan bukti tertulis mengenai capaian 

pembelajaran seseorang.” 

 

Ijazah merupakan dokumen penting yang diperlukan seseorang untuk 

meniti karier atau melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya. Salah satu 
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manfaat atau kegunaan ijazah adalah sebagai syarat melamar pekerjaan. 

Ijazah bukan hanya sekedar selembar kertas sebagai bukti kelulusan, 

namun juga menentukan kredibilitas pelamar kerja atau bahkan penyedia 

lapangan pekerjaan baru, selain itu beberapa perusahaan menerapkan 

ijazah sebagai jaminan dalam kesepakatan kerja. 

F. Pengertian Perusahaan 

1. Pengertian Perusahaan 

R. Soekardono, menyatakan bahwa :54 

“Istilah perusahaan merupakan istilah yang menggantikan 

istilah pedagang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d 5 WvK 

lama. Istilah perusahaan yang menggantikan istilah pedagang 

mempunyai arti yang lebih luas.” 

Banyak orang dahulu menjalankan perusahaan dalam pengertian 

menurut S. 1938 No. 276, tetapi tidak termasuk dalam pengertian 

pedagang menurut Pasal 2 KUHD lama. 

Berbagai sarjana mengemukakan pengertian tentang perusahaan, 

seperti Molengraaff, sebagaimana dikutip R. Soekardono, menyatakan 

bahwa :55 

“Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan 

secara terus-menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh 

penghasilan, dengan cara 

memeperniagakan/memperdagangkan, menyerahkan barang 

atau mengadakan perjanjian perdagangan.” 

                                                           
54 R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta, 

1983, hlm. 19. 
55 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, 

hlm. 7. 
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Perusahaan, menurut pembentuk Undang-Undang adalah perbuatan 

yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam 

kedudukan tertentu dan untuk mencari laba. Kegiatan yang dilakukan 

dengan maksud untuk mencari keuntungan tersebut termasuk kegiatan 

ekonomi. 

Rumusan-rumusan definisi perusahaan di atas diperkuat oleh banyak 

ahli di bidang Hukum Dagang atau Hukum Bisnis, seperti Sri Redjeki 

Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakekatnya 

adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang 

mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan 

:56 

a. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;  

b. Seacara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan illegal); dan  

c. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, 

baik untuk diri sendiri atau orang lain. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 

Perusahaan memberi definisi perusahaan sebagai berikut :  

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan 

setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan 

didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara 

Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau 

laba.” 

 

Definisi tersebut jika dibandingkan dengan definisi yang 

dikemukakan oleh Molengraaff dan Polak dapat dikatakan lebih sempurna, 
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karena dalam definisi tersebut terdapat tambahan adanya bentuk usaha 

(badan usaha) yang menjalankan jenis usaha (kegiatan dalam bidang 

perekonomian), sedangkan unsur-unsur lain terpenuhi juga. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 

dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa : 

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan 

kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh 

keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh 

orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan 

hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan 

berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.” 

 

Definisi-definisi tentang perusahaan di atas agak berbeda dengan 

definisi yang diberikan dalam beberapa undang-undang, seperti dalam 

Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Perbedaan terletak pada tujuannya, yaitu 

bahwa dalam kedua undangundang tersebut perusahaan tidak mesti harus 

mencari keuntungan tetapi juga termasuk yang bertujuan dalam bidang 

sosial. 

2. Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Tenaga Kerja 

Abdul Aziz, menyatakan bahwa :57 

“Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social 

responsibility (selanjutnya akan di singkat CSR) adalah suatu 

konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah 

memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, 

pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala 

aspek operasional perusahaan.” 
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Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 208. 
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Secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban 

untuk mengambil tindakan yang melindungi dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta kepentingan organisasi. 

Menurut The World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) dinyatakan bahwa :58 

“Corporate Social Responsibility adalah komitmen bisnis 

untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, 

keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas-komunitas 

setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam 

rangka meningkatkan kualitas kehidupan.” 

 

Tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan secara 

sederhana sebagai suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk 

memenuhi dan memperhatikan kepentingan para stakeholder dalam 

kegiatan operasinya mencari keuntungan. Stakeholder yang di maksud 

diantaranya adalah para share holder, karyawan (buruh), customer, 

komunitas lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan 

lain sebagainya. 

3. Kewajiban Perusahaan Kepada Tenaga kerja  

Hans Kelsen, menyatakan bahwa :59 

“Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Hak 

memberikan kenikmatan dan keluasan kepada individu dalam 

melaksanakannya.” 

                                                           
58 Bambang Rudito & Melia Famiola, CSR (Corporate Social Responsibility), Rekayasa Sains, 

Bandung, 2013, hlm. 106. 
59 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Nusamedia dan 

Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 132-133. 
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Sukdikno Mertokusumo, menyatakan bahwa :60 

“Kewajiban merupakan norma hukum positif yang 

memerintahkan perilaku individu dengan menetapkan sanksi 

atas perilaku yang sebaliknya.” 

Konsep kewajiban hukum pada dasarnya terkait dengan konsep 

sanksi. Subyek dari suatu kewajiban hukum adalah individu yang 

perilakunya bisa menjadi syarat pengenaan sanksi sebagai 

konsekuensinya. Hak dan kewajiban bukan merupakan kumpulan 

peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan 

dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban 

pihak lawan. Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan 

kepada seseorang oleh hukum. 

Kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja tersebut antara lain 

sebagai berikut : 

a. Memberikan izin kepada pekerja/tenaga kerja untuk beristirahat, 

menjalankan kewajiban menurut agamanya; 

b. Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari (untuk hari 

kerja selama 6 hari) atau 8 jam sehari (untuk hari kerja selama 5 hari) 

dan 40 jam seminggu, kecuali ada izin penyimpangan; 

c. Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki/laki dan perempuan; 

d. Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang buruh atau lebih 

wajib membuat peraturan perusahaan; 
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e. Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat/libur pada hari libur 

resmi; 

f. Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja yang 

telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih; 

dan 

g. Wajib mengikutsertakan dalam program Jamsostek. 

G. Mengenai Hak Asasi Manusia Dalam Ketenagakerjaan di Indonesia 

1. Pengertian Hak Asasi Manusia 

Hak Asasi Manusia atau yang disingkat HAM adalah seperangkat 

hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan akhirat 

dan martabat manusia. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di 

dunia yang dapat mencabut/merampasnya dengan sewenang-wenangnya 

dan secara melawan hukum. Meskipun demikian bukan berarti manusia 

dengan hak-haknya itu dapat berbuat sewenang–wenangnya, sebab apabila 

seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan merampas hak 

asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

H. Baharuddin Lopa, menyatakan bahwa:61 

“Tetapi oleh karena menurut Bachrum Martosukarto setiap 

pribadi manusia itu tidak dapat melepaskan fungsinya sebagai 

makhluk sosial yang selalu mengadakan hubungan satu dengan 

                                                           
61 H. Baharuddin Lopa, Al-Qur’an dan Hak-Hak Asasi Manusia, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 

Yogyakarta, 1996, hlm. 1. 
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lainnya, perlu diadakan pengaturan untuk dapat dilindunginya 

hak-hak asasi tanpa adanya pengaturan, dapat menimbulkan 

pelanggaran terhadap hak-hak asasi pihak lain. Dengan 

demikian maka hubungan antara masing-masing pihak itu 

merupakan hubungan hukum, yang masing-masing mempunyai 

hak dan kewajiban, sehingga hak asasi yang melekat pada 

masing-masing pihak karena hendak diterapkan dalam 

hubungannya dengan pihak lain, harus di barengi dengan 

kewajiban yang harus dipenuhi untuk dapat tegaknya hakhak 

asasi pihak lain.” 

 

Hakikatnya HAM terdiri atas dua hak-hak dasar (fundamental) yakni 

hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir HAM 

yang lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini HAM lainnya sulit akan 

ditegakkan. Sehingga dapat diartikan bahwa HAM adalah hak dasar 

manusia yang melekat pada manusia mulai dari sejak lahir sampai manusia 

tersebut meninggal, maka dari itu semua manusia berhak mendapatkannya 

tanpa terkecuali. 

Laman Pengertian Umum Para Ahli, menyatakan bahwa:62 

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah 

dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh 

dijauhkan atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi 

pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa 

dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu 

sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia 

yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya 

menjadi inti nilai kemanusiaan. Walapun demikian, bukan 

berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat 

dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi 

orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan 

hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita 

wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan 

dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaan terhadap 

aturan menjadi penting.” 

 

                                                           
62 Pengertian Umum Para Ahli, Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Secara Umum, diakses 

dari http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-

umum.html, pada tanggal 22 Oktober 2021. 

http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html
http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html
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Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tersebut sudah 

dijelaskan bahwa:  

“Hak asasi manusia merupakan hak yang paling hakiki yang 

dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh 

siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara 

sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir 

kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut.” 

 

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. 

Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai 

universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum 

nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-

nilai kemanusiaan.  

Masyhur Effendi, menyatakan bahwa:63 

Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen 

internasional, termasuk traktat dibidang HAM. Namun 

kenyataan menunjukan bahwa nilai-nilai HAM yang universal 

ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang 

seragam.” 

 

Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat 

utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak 

asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi 

manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban 

manusia lain untuk menghormatinya. 

Menurut Muladi bahwa apa pun rumusannya, menyatakan bahwa:64 

                                                           
63 Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika 

Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Ghalia Utama, Bogor, 2005, hlm. 8. 
64 Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan reformasi Hukum Indonesia, The Habibie 

Center, Jakarta, 2012, hlm. 4. 



60 

 

 

“HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (inherent) pada 

diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut 

manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia 

yang utuh.” 

Mengingat keberadaannya yang demikian penting, maka menurut 

Muladi, tanpa hak asasi manusia maka manusia tidak dapat 

mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

Dari penjelasan tersebut dapat dikemukakan beberapa sifat dasar yang 

melandasi pengertian HAM, yaitu: 

a. Inherent (melekat pada manusia), artinya bahwa HAM dimiliki 

manusia karena martabatnya sebagai manusia. HAM tidak diberi, tidak 

bisa dibeli, tidak diwariskan, dan tidak diperoleh dengan cara apa pun; 

b. Universal, artinya bahwa HAM berlaku untuk semua orang di seluruh 

dunia; 

c. Inalienable (tidak dapat diingkari), artinya bahwa HAM adalah hak 

yang tidak dapat diingkari sebagai hak yang dimiliki oleh semua 

manusia; 

d. Indivisible (tidak dapat dibagi), artinya bahwa HAM didasarkan pada 

prinsip penghormatan terhadap martabat manusia; 

e. Interdependent (saling tergantung), artinya bahwa pemenuhan hak 

yang satu akan sangat tergantung dengan pemenuhan hak yang 

lainnya; 
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f. Bahwa hak-hak tersebut harus dilindungi, dihormati dan 

dipertahankan, tidak boleh dikurangi/dirampas oleh siapa pun. 

Dari uraian diatas maka secara konseptual dapat dikatakan bahwa 

HAM memiliki dua dimensi, yaitu dimensi moral dan dimensi hukum. 

Dimensi yang pertama, yaitu dimensi moral dari HAM, artinya bahwa 

HAM adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut (non-derogable 

rights). 

Hak-hak yang bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia 

yakni sebagai berikut:65 

a. Hak untuk hidup;  

b. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukum yang 

kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;  

c. Hak untuk bebas dari perbudakan;  

d. Hak untuk bebas dari dinyatakan bersalah atas tindak 

kriminal yang belum menjadi hukum pada saat tindakan 

tersebut dilakukan (prinsip non-retroaktif);  

e. Hak untuk diakui sebagai pribadi hukum; dan  

f. Hak atas kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan 

beragama.  

 

Dimensi kedua dari HAM adalah dimensi hukum, yaitu HAM yang 

dituangkan dalam berbagai instrument hukum, baik internasional maupun 

nasional yang disusun sesuai dengan proses pembentukan hukum baik di 

level nasional maupun internasional. 

                                                           
65 Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 

Semarang, 2012, hlm. 6. 
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2. Ciri-Ciri Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan 

dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai 

berikut:66 

a. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat 

dihilangkan atau diserahkan; 

b. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak 

mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak 

ekonomi, sosial dan budaya; 

c. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua 

umat manusia yang sudah ada sejak lahir; dan 

d. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua 

orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau 

perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu ide-ide hak 

asasi manusia yang mendasar. 

 

3. Macam-Macam Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia 

sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu 

gugat oleh siapapun. Ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu:  

a. Hak-hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi kebebasan 

menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan 

bergerak, dan sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut : 

Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah 

tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau 

perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan 

agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing; 

                                                           
66 Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia 

Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance, Indonesia Journal of Disability 

Studies, Vol 20 No 1 2021, hlm. 21. 
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b. Hak-hak asasi ekonomi atau property rights yaitu hak untuk memiliki 

sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi 

ekonomi ini sebagai berikut: hak kebebasan melakukan kegiatan jual 

beli, hak kebebasan mengadakan kesepakatan kontrak, hak kebebasan 

memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang 

layak; 

c. Hak-hak asasi politik atau political rights yaitu hak untuk ikut serta 

dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu 

pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. 

Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut: hak untuk memilih dan 

dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan 

pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta 

organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan 

suatu usulan petisi; 

d. Hak-hak asasi untuk mandapatkan perlakuan yang sama dalam hukum 

dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum 

dan pemerintahan atau rights of legal equality. Hak-hak asasi hukum 

sebagai berikut: hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum 

dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan 

hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum; 

e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights 

yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan 

kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai 
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berikut: hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak 

mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang 

sesuai dengan bakat dan minat; dan 

f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan 

perlindungan atau procedural rights yaitu peraturan dalam penahanan, 

penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi 

peradilan ini sebagai berikut: hak mendapatkan pembelaan hukum 

dipengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, 

penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. 

Bagir Manan DKK, menyatakan bahwa:67 

“Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari 

adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau 

masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan 

yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban 

manusia.” 

Kedelapan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam 

Undang Undang HAM tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika 

pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM 

di Indonesia, yaitu sebagai berikut: 

a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan hak miliknya; 

                                                           
67 Bagir Manan dkk., Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di 

Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 140-152. 
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b. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia 

pribadi dimana saja ia berada; 

c. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan 

terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; 

d. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan 

dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya; 

e. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan 

komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali 

atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan 

undang-undang; 

f. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau 

perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan 

penghilangan nyawa; 

g. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, 

diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang; 

h. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan 

yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan 

melaksanakan 20 sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar 

manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang. 


